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Abstrak
 

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu

mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Kode etik profesi juga penting

sebagai sarana kontrol sosial. Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut

kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai

kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan

mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu undangundang nomor 30 tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kode etik perlu

diketahui bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan oleo Dewan Kehormatan Ikatan Notaris

Indonesia Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris dan upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik notaris. untuk meneliti daya mengikat

sanksi yang diberikan oleh dewan kehormatan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan maka

penelis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung dengan

penelitian lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuisoiner. Dalam pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan

umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk

memberikan saran dan Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan

notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan

saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik kepada

Majelis Pengawas, oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya

demi perbaikan Citra dan kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan

yang diakui. Sebagai pengeaban amanat dan kepercayaan masyarakat, sudah selayaknya notaris

mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal notaris diduga

melakukan pelanggaran kode etik harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius

dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum.
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